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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO 

NOMOR 27 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO 

 NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAJO, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penyampaian dari 

Kementerian Keuangan RI bahwa pengecualian 

dari obyek pajak Restoran tidak ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati tetapi harus 

disebutkan secara defenitif dengan Peraturan 

Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan 

perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Wajo tentang Pajak Restoran; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan  Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara  Nomor 1822); 

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum Tata Cara 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 3262); sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3984); 
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3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997 

tentang badan Penyelesaian Sengketa Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3638); 

4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 1997  Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan 

Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia            

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia    Nomor 3851); 

6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 

tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002    Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4189); 

7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004               

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 4389);  
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10. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004, 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004              

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara   

Republik Indonesia   Nomor 4400); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan           

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

12. Undang - Undang  Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah                                                

(Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

13. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 

15. Peraturan Pemerintahan Nomor 58               

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 



 4 

Negara Republik Indonesia                            

Nomor 4578); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 

Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk 

Hukum Daerah;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 

Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan 

Produk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan 

Berita Daerah;  

19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 170 

Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 

Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di 

Bidang Pajak Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Daerah Kabupaten Wajo; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Wajo; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 

Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah  Pemerintah Kabupaten Wajo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo            

Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Wajo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo              

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah 

Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten 

Wajo Tahun 2010 Nomor 6); 
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten 

Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo 

Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Wajo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo            

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah 

Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten 

Wajo Tahun 2010 Nomor 13); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO 

dan 

BUPATI WAJO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN WAJO NOMOR 2 TAHUN 2011 

TENTANG PAJAK RESTORAN 

Pasal  1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo           

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah             

Kabupaten WajoTahun 2011 Nomor 15, diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

 Dikecualikan dari obyek pajak restoran adalah pelayanan yang 

disediakan oleh restoran yang nilai penjualanya tidak melebihi           

Rp. 99.900/per hari. 
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Pasal  2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

Agar setiap orang mengetahuainya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Wajo. 

Ditetapkan  di Sengkang 

pada tanggal, 30 Juni 2011 

BUPATI WAJO, 

          TTD 

ANDI BURHANUDDIN UNRU 

Diundangkan di Sengkang 

pada tanggal, 30 Juni 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,  

               TTD 

ANDI WITMAN HAMZAH 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR 40 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

     Sekretariat Daerah Kab. Wajo  

  Kabag Hukum dan HAM 

     TTD 
  ABD. HAMID, S.H.,M.H 

 

 




